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RIDWAN 
REGULASI UPAH BURUH DALAM FIQH 
Abstrak: 
Dalam Islam, besar kecihrya upah bumh ditentukan dengan pada kualitas 
dan jasa yang diberikan ('!)'rah af-mitsJ. Semakin tinggi jasa yang diberikan, 
semakin tinggi besar upah yang diterimal!Ja. Ini berbeda dengan paradigma kapitalis 
yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang diproduksi!!Ja atau 
dengan mendasarkan pada tingkat tarcif hidup ma.ryarakat. Bagaimanapun barang 
yang diproduksi oleh sebuah perusahaan b11kanlah milik bumh. Pendasaran upah 
dengan menggunakan upah minimun dengan melihat tarcif hidup ma.ryarakat tidak 
bisa dinalar, karena dalam Islam negara wajib me'!Jamin wargal!Ja untuk 
mendapatkan peke,jaan. S edangkan nilai dasar yang hams me'!Jadi semangat setiap 
regufasi pemerintah adalah nilai-nifai keadilan dan kemasfahatan bersama. 
Legalitas seorang kepala negara (ulif amri) membuat paket regulasi berkaitan 
dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk membuat tatanan social 
khsusu.rya di dunia industrial menjadi lebih baik (masfahat). Kemasfahatan 
dimaksud adafah kemasfahatan dua kepentingan yaitu kepentingan bumh dan 
mqjikan. 
Kata Kunci: upah buruh, upah minimum, upah maksimum, dan fiqh. 
Pendahuluan 
Dalam paradigrna kapitalis, buruh atau tenaga kerja (labour) 
dipanclang sebagai faktor ekonorni saja, sehingga nilai buruh diserahkan 
pacla mekanisme pasar. Upah yang diterima burnh tergantung pacla 
kckuatan antara jumlah angkatan kerja (supl!J) clan permintaan (demand) 
p'.lra pengusaha. Paclahal realita menunjukan bahwa antara supp!J clan 
demand di pasar ticlak selalu sebanding karena dalam kenyataannya supp!J 
selalu lebih tinggi daripada demand Kondisi ini tentu menjadikan posisi 
buruh selalu pad - pihak yang tidak mempunyai 'bargaining' secara 
ekonorni di hadapan pengusaha. ,\klbatnya aclalah para pengusaha 
mcnempatkan buruh sebagai objek pencapaian untuk memperoleh 
keuntungan para pengusaha clengan upah yang minim. 1 
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Berbagai aksi demontrasi dilakukan oleh buruh untuk menaikan 
pos1s1 tawar di hadapan pengusaha seringkali dilakukan khsususnya 
untuk memperjuangkan kenaikan upah dan berbagai jarninan social 
mereka. Paradigma kapitalis secara tidak langsung menempatkan buruh 
sebagai manusia yang bernilai setengah (sub human) karena kurang diakui 
eksistensinya secara ekonornis. Rangkaian demonstrasi buruh terhadap 
pengusaha/pemilik perusahaan/majikan merupakan gambaran objektif 
beta pa relasi buruh dan majikan sebagai relasi yang structural/ atas­
bawah tidak bersifat kolegial yang keduanya mempunyai kontribusi untuk 
meningkatkan produktifitas ekonorni perusahaan yang dalam skala 
makro tentu berimplikasi pada meningkatnya roda ekonorni negara. 
Di sisi lain pemerintah yang semestinya berperan sebagai pelayan 
dan pelindung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam 
kenyataanya tidak mampu memerankan fungsi tersebut. Bahkan dalam 
beberapa kasus pemerintah cenderung mempunyai berbagai instrumen 
regulasi berupa perundang-undangan justeru bermain mata dengan 
pengusaha sehingga kalaupun keluar undang-undang tentang buruh 
justeru akan selalu menguntungkan pengusaha (pernilik modal). Buruh 
selamanya akan rniskin dan pengusaha menjadi semakin kaya sehingga 
buruh selalu berada dalam the depths of misery trap (perangkap kerniskinan). 
Proses perniskinan buruh bermuara pada tidak ditempatkanya 
buruh sebagai salah satu elemen penting dalam proses produksi yang 
harus diperhatikan hak-haknya akan tetapi ditempatkan sekedar sebagai 
"skrup" dari mesin produksi.2 Hak unjuk rasa dan mogok memang 
diakui tapi kurang mendapat perhatian atau bahkan seringkali dinilai 
illegal. Kenaikan upah buruh tidak mendapat perhatian pemerintah atau 
pengusaha karena akan berbenturan dengan upaha rendah sebagai 
keuntungan kompetitif (comparative advantage) yang justeru dianggap 
sebagai sesuatu yang menguntungkan dalam rangka maksimalisasi 
keuntungan. 
Berbagai persoalan seputar ketenagakerjaan yang kompleks pada 
prinsipnya bermuara pada dua persoalan pokok. Pertama masalah 
kurangnya kesejahteraan hidup. Kedua, masalah kontrak kerja antara 
buruh dengan pengusaha. Masalah pertama sesungguhnya berkaitan 
dengan fungsi clan tanggungjawab 'negara dalam memenuhi kehidupan 
layak sebagai manusia. Sedangkan masalah kedua erat kaitanya dengan 
hubungan antara buruh dengan pengusaha dan posisi pemerintah sebagai 
pengawas sekaligus penengah untuk menjembatani kepentingan buruh 
clan pengusaha dengan pola relasi simbiosis mutualisme. 
Melihat semakin intensifnya proses industrialisasi di Indonesia, 
maka sudah dipastikan bahwa jumlah buruh akan semakin besar (per­
buruhan massal) clan pada saat yang sama produksi agraris mengalarni 
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kemerosotan. Jika isu perburuhan menguat kepermukaan, maka sesung­
guhnya menginc!ikasikan dua hal. Pertama, karena jumlahnya membesar, 
buruh sebagai 'kelas' tidak bisa diremehkan eksistensinya. Kedua, mereka 
scmakin menyadari kondisi-kondisi tidak idial yang lahir dari pola 
hubungan yang timpang antara pemerintah- pemilik modal (majikan) clan 
buruh. 
Diskursus Perburuhan Dalam Islam 
Problem perburuhan pada tingkat praksis sangat mencolok clan 
muncul hampir setiap saat, akan tetapi c!itingkat diskursif (perdebatan 
intelektual) persoalan buruh belum menjadi bidang garapan yang 
memperoleh perhatian yang cukup. Kajian secara mendalam tentang 
perburuhan di kalangan umat Islam jarang dilakukan. Diskursif Islam 
yang lazirnnya tertuang dalam berbagai kitab fiqh belum banyak 
mengulas secara spesifik clan sistematis masalah ini. Tradisi fiqh masih 
hanya berkutat pada pola hubungan dengan al-khaliq (jiqh al-ibadah), atau 
hubungan antar individu (jiqh al-akhwal al-Syakhshiyyah), sedangkan fiqh 
yang berdimensi social (jiqh al-Mua'malah al-fjtima!Jyah) khususnya 
berkaitan dengan konsep perburuhan tidak mendapat tempat dalam 
wacana fiqh. 
Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung 
dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa menyewa 
(al-fjarah).3 Konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua sewa-menyewa 
dalam bentuk barang (Jjarat al- 'ain) objeknya adalah manfaat dari benda 
dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep 
upah mengupah (jjarat al-'ama�. Secara yuridis normative, kedudukan 
akad ijarah dengan mendasarkan pada hukum kul!J (prinsip dasar) 
dilarang karena termasuk akad yang mentransaksikan sesuatu yang 
abstrak (manfaat/jasa) atau al- bqy ' al-ma'dum yaitu mentransaksikan 
sesuatu barang yang tidak ada. Oleh karena itu kebolehan akad ini 
mendasarkan pada prinsip kebutuhan masyarakat (al-hqjat) 4dan 
masyarakat menilai akad ini baik (istihsan) dan selaras dengan ketentuan 
syara'. 
Relasi buruh dan majikan secara ontologis ada pada ketidak­
seimbangan (disequilibirium) dan dikokohkan oleh ekonomi model pem­
bangunan yang kapitalistik yang menjadikan pemilik modal sebagai 
penyangga ekonomi industri. Buruh diposisikan sebagai lokomotif 
pembangunan yang hams dikendalikan demi kepentingan pertumbuhan. 
Relasi iri  menurut Marx Weber rdah menyebabkan buruh teralienasi di 
tengah industriahsasi yang pada sisi lain telah berhasil memacu laju 
pertumbuhan ekonomi. Keterasingan buruh antara lain disebabkan oleh 
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relasi buruh clan majikan yang telah kehilangan nilai etiknya yaitu nilai­
nilai keadilan, kemanusiaan clan kesetaraan.5 
Relasi buruh clan majikan dalam Islam bukanlah relasi yang 
bersifat eksploitatif tetapi relasi yang humanis atas dasar prinsip sating 
menghargai martabat kemanusiaan (human digni!J) masing-masing. Relasi 
etiknya bukanlah mendasarkan pada logika structural tetapi kolegial yang 
mengandaikan kesetaraan. 
Dalam kaitan dengan kerangka etika relasi antara buruh clan 
majikan, Islam telah memberikan satu panduan yang sangat humanis clan 
menempatkan buruh sebagai rnitra kerja majikan untuk sebuah cita-cita 
bersama meningkatkan produktifitas kerja clan kualitas produk yang 
bermutu. Kesehatan relasi buruh clan majikan dengan dernikian di 
pengaruhi oleh clua faktor yaitu struktural clan kultural. Faktor struktural 
berarti buruh terlibat clalam persoalan ekonorni riil yang meliputi 
pergerakan barang, jasa, produksi clan konsumsi termasuk aturan main 
pasar modal. Seclangkan factor kultural berarti buruh terlibat dalam relasi 
sosial yang kental clengan wama agama, budaya serta pola pikir.6 
Kontrak Kerja antara buruh dan majikan 
Dalam transaksi ijarah terdapat clua pihak yang terlibat yakni 
pihak yang memberikan jasa clan mendapatkan upah atas jasa yang 
diberikan yang kemudian disebut clengan pekerja/buruh (ajir) clan pihak 
penerima jasa atau pemberi pekerjaan yakni pihak yang memberikan 
upah yang disebut clengan pengusaha/majikan (m11sta)'ir). Dalam rumus­
an definisi yang lain, buruh adalah orang yang menerima upah untuk 
mengerjakan sesuatu pada orang lain clengan ikatan kerja tetap atau 
ikatan kerja periodic. Sedangkan majikan adalah orang/pihak yang 
berkuasa untuk memperkerjakan orang lain clan bertanggungjawab atas 
kehidupan sehari-hari si buruh.7 
Sebagai sebuah relasi pekerjaan, hubungan antara buruh clan 
majikan aclalah hubungan yang berdimensi yuridis karena akan 
melahirkan hak clan kewajiban hukum yang mengikat keclua belah pihak. 
Oleh karena itu persoalan kontrak kerja menjadi signifikan agar relasi 
buruh clan majikan selalu dipandu oleh kerangka perjanjian tersebut 
untuk kepentingan merninimalisir muncul konflik antara kedua belah 
pihak. Dalam kaitan inilah Islam memberikan beberapa ketentuan dasar 
bagaimana relasi buruh clan majikan seharusnya dibangun dengan 
dipayungi landasan yuridis yang kuat dalam sebuah akta perjajian. 
Hak clan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik 
dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 
pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi 
pihak lainya. Kecluanya acla saling berhaclapan clan diakui keberaclaannya 
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dalan:i hukum Islam. Berhadapan dengan dengan hak seseorang terdapat 
kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Sacara terminologis, hak 
adalah sesuatu yang kita terima sedangkan kewajiban adalah sesuatu 
yang harus kita tunaikan atau kita kerjakan. 
Dalam Islam, ketentuan perlunya kontrak kerja dalam relasi 
bisnis termasuk dalam masalah perburuhan sangat jelas ketika Allah 
menggambarkan kemungkinan seseorang memanfaatkan jasa / pekerjaan 
orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf 
ayat: 23 clan at-Thalaq ayat 6. Adapun beberapa elemen pokok yang 
harus termuat dalam perjanjian kerja meliputi jenis pekerjaan (job 
description), batas waktunya (timiniJ, upah/ gaji (take home pqy) clan seberapa 
besar tenaga yang harus dikeluarkan atau ketrampilan yang harus dikuasai 
(ski/�. 
1. Bentuk Kerja
Setiap jenis pekerjaan yang dibolehkan oleh syara', maka boleh 
juga hukum untuk melakukan kontrak kerja. Menentukan jenis pekerjaan 
tertentu atau terhadap pekerja tertentu adalah sesuatu yang harus 
muncul sebagai salah satu unsur dalam kontrak kerja. Isyarat perlunya 
membuat kontrak kerja antara lain tergambar dalam hadis sebagai 
berikut: 
• Dari Zubair ibn Otsman ibn Abdillah ibn Saraqah
sesungguhnya Muhammad ibn Abdirahman ibn Tsauban 
mnceritakan bahwa Abi said al-K.hudri menceritakan 
sesungguhnya Rasulullah bersabda 'Hati-hatilah kalian dengan 
qasamah? Kemudian kami berta,rya" qasamah itu apa"? beliu me1!Jawab" 
adalah sesuatu (yang disepakati sebagai bagian) diantara manusza, 
kemudian bagian tadi dikurangi. 8 
2. Waktu Kerja
Persoaian waktu dalam dunia kerja pada umumnya menjadi 
factor penting berkaitan dengan beban kerja. Dalam hal pekerjaan 
didunia perusahaan kontrak kerja berkaitan dengan waktu bekerja sangat 
berkait dengan produktifitas pekerjaan juga berkait dengan besar kecilnya 
upah yang diterima pekerja. Waktu juga penting untuk menandai 
berakhirnya suatu perjanjian kerja, apabila model perjanjian tersebut 
bersifat temporer, misalnya pekerja kontrak apakah dikontrak 1 tahun 
atau 2 tahun atau lebih. 
3. Upah K.erja
Dalam perjanjian kerja, unsure penting yang harus ada juga 
berkaitan dengan besarnya upah yang harus diterima oleh pekerja sebagai 
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imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan menjadi hal yang penting 
Penentuan upah/ gaji dalam islam mendasarkan pada jasa pekerjaan 
ataupun kegunaan/manfaat tenaga seorang pekerja. Dalam paradigma 
kapitalis, upah diukur clengan standar biaya hidup dalam batas minimum, 
sehingga naik turunya upah sangat dinamis seiring dengan dinamika 
beban hidup masyarakat. Pandangan kapitalis ini jelas tidak menghargai 
iasa clan profesionalisme pekerja, clan pekerja dipaksa untuk 
menyesuaikan tingkat kebutuhan hidupnya dengan mendasarkan paga 
generalisasi kebutuhan social yang berbeda-beda. Kalau pemberian upah 
itu ticlak tunai, maka perlu ada perjanjian berdasar hadis af-muslimuna ala 
syurutihim) 9. 
Berkaitan dengan keharusan menyebutkan upah sebagai hak 
pekerja adalah hadits sebagai berikut : 
Dari Abi Said al-Khudri ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
barang siapa yang memperkerjakan seseorang, maka hendakl!Ja memberitahu 
upahl!Ja. 10 
Mengomentari hadits di atas, Ash-Shan'ani menyatakan bahwa 
hadis ini memberikan pengertian hukum perlunya menjelaskan ketentuan 
upah yang akan diterima oleh buruh. Tidak jelasnya upah dalam 
perjanjian, akan meahirkan konflik antara majikan clan buruh. 11 Prinsip 
dasar transaksi ijarah dalam Islam haruslah mendasarkan pada asas saling 
menguntungkan clengan pola relasi yang bersifat kemitraan. 
Dengan adanya kejelasan ketentuan-ketentuan yang terumuskan 
clalam perjanjian, maka masing-masing pihak dapat memahami hak clan 
kewajibanya. Pihak pekerja di satu sisi wajib melaksanakan pekerjaan 
yang menjadi tugasnya, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati 
clan pada saat yang sama ia berhak mendapat upah atas pekerjaan yang ia 
lakukan. Demikian juga majikan, berkewajiban membayar upah pekerja 
clan berhak atas jasa pekerja 
Dengan demikian, pokok-pokok transaksi dalam akad ijarah ini 
meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. (1). Jasa yang ditransak­
sikan adalah jasa yang halal clan bukan jasa yang haram. (2). Memenuhi 
syarat sahnya transaksi ijarah yaitu (a) orang yang mengadakan transaski 
adalah orang cakap secara hukum/mukallaf, (b). transaksi mendasarkan 
pada prinsip kerelaan dua belah pihak, (3). Transaksi harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan yang jelas berkaitan dengan: jenis pekerjaan, masa 
kerja, upah kerja clan kadar tenaga yang dicurahkan selama bekerja. 
Kemudian berkaitan dengan masalah hubungan pekerjaan, Islam 
membolehkan kepada ummat islam untuk melakukan kontrak kerja 
dengan non muslim. Ketentuan bolehnya melakukan kontrak dengan 
non muslim mendasar pacla prilsku Rasulullah yang pernah mengontrak 
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seorang Yahudi untuk menjadi penulis dan menjadi tenaga penerjemah. 
Sedangkan khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab pernah mengon­
trak orang Nasrani untuk menghitung harta kekayaan. Dalam hal ini juga 
berlaku kebalikanya yaitu bolehnya orang Islam bekerja dengan non 
muslim selama tidak bekerja untuk sesuatu yang bertentangan clengan 
syara'. 
Aclapun berkaitan clengan sumber hak, para ulama sepakat bahwa 
sumber hak aclalah syara'. Namun adakalanya syara' menetapkan hak-hak 
itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui sebab. Sebagai 
akibat clari transaksi jual beli misalnya, maka munculah pihak yang 
menerima harga bagi penjual dan hak menerima barang bagi pembeli. 
Ulama fiqh menetapkan , bahwa yang dimaksucl dengan sebab clan 
penyebab di sini aclalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syara'. 
Atas clasar itu, maka sumber hak itu ada lima macam: 
1. Sumber syara' seperti berbagai macam ibadah yang diperintahkan.
2. Akacl, seperti akacl jual beli, hibah clan wakaf clalam hubungan
transaksi peminclahan hak milik.
3. K.ehenclak pribadi, seperti naclzar atau janji.
4. Perbuatan manfaat, seperti melunasi hutang orang lain.
5. Perbuatan yang menimbulkan madharat bagi orang lain, seperti
mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian
menggunakan milik seseorang. 12 
Sebagai konsekuensi logis clari aclanya hak, maka akan lahir dua 
hal yaitu perlinclungan clan penggunaan hak. Perlinclungan hak clalam 
Islam merupakan implementasi clari prinsip keadilan. Untuk menjarnin 
terpenuhinya hak, diperlukan kekuasaan untuk melinclungi clan menjarnin 
ditunaikannya hak. Seclangkan clalam hal penggunaan hak, prinsipnya 
Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik harta sepanajang ticlak 
mengganggu kepentingan orang lain. 
Aclapun makna kewajiban (iltizam) berarti akibat ikatan hukum 
yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau 
melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. K.ewajiban 
(iltizam) aclakalanya menyangkut persoalan atas harta bencla, hutang clan 
terhaclap perbuatan. Iltizam atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui 
suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltiZ[Jm seperti kewajiban seorang 
buruh clalam akacl ijarah harus dipenuhi clengan melakukan perbuatan 
tertentu. 
Setiap transaksi hukum apapun jenisnya pasti berisi tentang 
kornitmen tertentu yang secara hukum akan melahirkan hak clan 
kewajiban. Dalam konteks perjanjian kerja antara buruh clan majikan, 
maka apa yang menjadi kewajiban buruh aclalah hak clari majikan clan se­
baliknya kewajiban buruh aclalah hak majikan. Relasi hak clan kewajiban 
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yang cliformalkan clalam sebuah perjanjian kerja merupakan aturan main 
yang secara komprehensif mengatur semua hal yang berkaitan clengan 
relasi kerja antara kecluannya 
Konsep Upah dalam Akad ljarah 
1. Pengertian Upah
Upah aclalah harga yang harus clibayarkan kepada pekerja atas 
jasanya clalam procluksi kekayaan seperti faktor procluksi lainya. Dengan 
kata lain upah aclalah harga clari tenaga yang harus clibayar atas jasanya 
clalam procluksi. Masalah upah clalam relasi kerja antara buruh clan 
majikan sagatlah penting clan clampaknya sangat luas. Jika para buruh 
ticlak menerima upah secara adil clan pantas, maka akan berpengaruh 
ticlak saja berkaitan clengan penghiclupan para buruh beserta keluarganya, 
tetapi 1uga berpengaruh pada seluruh masyarakat, karena mereka 
mengkonsumsi sejumlah besar procluksi negara. Jatuhnya claya beli clalam 
waktu yang panjang sangat merugikan inclustri-inclustri yang menyeclia­
kan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. 
Keticlakdilan terhaclap golongan pekerja/buruh akan menyebab­
kan rasa ticlak senang clan kekacauan di antara mereka clan bisa 
menimbulkan aksi pemogokan. Pemogokan dalam konteks inclustri akan 
melahirkan banyak kerugian khususnya clari kalangan pengusaha/maji­
kan. Islam manawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas 
masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan keclua belah pihak. 
Seorang majikan ticlak clibenarkan bertindak kejam terhadap buruh 
clengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh Upah harus clitetapkan 
clengan cara yang tepat tanpa harus meninclas pihak manapun. Setiap 
pihak memperoleh bagian yang sah clari basil Upah harus clitetapkan 
clengan cara yang tepat tanpa harus meninclas pihak manapun. Setiap 
pihak memperoleh bagian yang sah clari hasil kerja sama mereka tanpa 
adanya keticlakadilan terhaclap pihak lain. 13 Prinsip clasar al-Qur'an clalam 
menetapkan stanclar upah menclasarkan pacla surat al-Baqarah ayat 279 : 
0 ;iW uJ 0 J: l1f u 
Artinya : . . Kamu tidak menganicrya dan tidak (pula) dianicrya. 
Dalam perjanjian tentang upah keclua belah diperingatkan untuk 
JUJut clan adil clalam semua urusan mereka, sehingga ticlak terjacli 
tindakan aniaya terhadap orang lain juga ticlak merugikan kepentingannya 
sendiri. Penganiayaan terhaclap buruh berarti ticlak memberikan upah 
pacla buruh sesuai clengan kaclar pekerjaan yang ia lakukan. Sebaliknya, 
penganiayaan terhaclap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar 
para pekerja/buruh melebihi clari kemampuan mereka. Oleh karena itu, 
al-Qur'an memerintah mereka memberikan upah secara adil terhaclap 
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buruh clan pacla saat yang sama mereka juga telah menyelamatkan 
kepentingan mereka sendiri. 
Seorang majikan yang ticlak melaksanakan ketentuan ini, maka ia 
dianggap sebagai peninclas atau penganiaya clan oleh karenannya ia 
dihukum oleh negara di clunia clan di hari kemudian dihukum oleh Allah 
S\'('T. Prinsip keadilan clalam hal pemberian upah juga disebutkan clalam 
al-Qur'an surat al-Jatsiyah ayat 22: 
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar 
dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dike1jaka111rya, dan 
mereka tidak akan dirugikan. 
Dalam kaitan clengan perlunya menciptakan keadilan pacla relasi 
buruh clan majikan Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 19 menyatakan : 
Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) peke1jaan­
peke,jaan mereka sedang mereka tidak dirugikan. 
Ayat ini menjamin tentang upah yang layak pacla setiap pekerja 
sesuai clengan apa yang telah disumbangkan clalam proses procluksi. Ayat 
ini juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan 
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan 
untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga ticlak lebih dari apa yang telah 
dikerjakannya. Sedangkan majikan harus menerima keuntungannya sesuai 
dengan modal clan kontribusinya terhadap produksi. 
Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan di atas, maka dalam 
Islam penetapan standar upah melibatkan para pihak yaitu yang terlibat 
dalam lingkaran bisnis yaitu pekerja- majikan clan negara Maulid Nabi. 
Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan 
tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya 
kehidupan buruh juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan 
bagiannya yang lahir dari akad kerjasama itu. Untuk memperoleh 
gambaran upah yang valid, maka pemerintah perlu menetapkan dahulu 
tingkat muumum upah dengan memeprtimbangkan perubahan 
kebutuhan clari _pekerja golongan bawah clan dalam keaclaan apapun 
tingkat upah ini tidak akan jatuh. Namun demikian tingkat minimum 
upah sewaktu-waktu perlu ditinjau ulang clengan menclasarkan 
perubahan tingkat harga clan baiaya hiclup. Tingkat maksimumnya 
tentunya akan ditetapkan berclasarkan sumbangan tenaganya clan akan 
sangat bervariasi. 14 
2. Hak Menerima Upah
Dalam relasi kerjasama clalam biclang jasa clari suatu pekerjaan, 
maka upah merupakan unsur pokok sebagai konsekuensi clari sebuah 
pekerjaan (prestasi) yang diklah.-ukan oleh seorang pekerja/buruh clan 
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menjadi kewajiban seorang majikan untuk membayamya. Upah 
merupakan imbalan atas jasa yang posisinya sama clengan harga clalam 
praktik transaksi jual beli. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
kesepakatan sebelumnya aclalah kewajiban pekerja/buruh clan 
memberikan upah aclalah hak uruh clan kewajiban majikan.Di bawah ini 
kami sebutkan beberapa prinsip clasar dalam pengupahan clalam relasi 
kerja antara buruh clan majikan, antara lain: 
1. Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Berkaitan clengan ini
Rasulullah clalam hadisnya menyatakan :
Berilah upah (buruh) sebelum kering keringantnya
Dalam Hadis Lain Rasulullah bersabda:
Menceritakan kepaclaku Sahl ibn Abi Shalih Dari bapaknya clari
Abi Hurairah Nabi bersabda Berilah upah buruh/pekerja sebelum
kering keringantnya.
2. Upah henclaknya dibayarkan secepatnya sesuai clengan perjanjian /
I" kontraknya. ,
3. Upah / Gaji buruh diberikan clengan ukuran yang patut clan tidak
membebani mereka clengan pekerjaan yang secara fisik mereka
ticlak mampu mengerjakan
4. Majikan menetapkan upah sebelum buruh bekerja, sehingga hak
uapah yang dimiliki buruh sejak awal suclah diketahui oleh keclua
belah pihak.
3. Standar Upah
Persoalan upah clalam relasi kerja antara majikan clan buruh 
menjadi isu yang krusial clan kerap menjadi sumber masalah yang 
mempengaruhi harmoni kerja clalam sebuah perusahaan. Dalam Islam, 
besar kecilnya upah buruh ditentukan clengan pacla kualitas clan jasa yang 
diberikan ("!}rah al-mits�. Semakin tinggi jasa yang diberikan, semakin 
tinggi besar upah yang diterimanya. Ini · berbecla clengan paradigma 
kapitalis yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang 
diproduksinya atau dengan mendasarkan pada tingkat taraf hidup 
masyarakat. Bagaimanapun barang yang diproduksi oleh sebuah 
perusahaan bukanlah milik buruh. Pendasaran upah dengan 
menggunakan upah minimun dengan melihat taraf hidup masyarakat 
tidak bisa dinalar, karena dalam Islam negara wajib menjarnin warganya 
untuk mendapatkan pekerjaan. 
Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki 
kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Islam 
melarang eksploitasi dengan memberi upah rendah kepada pekerja. 
Dalam Islam, upah harus direncanakan adil baik bagi pekerja maupun 
bagi majikan. Jika upah buruh terlalu rendah, maka para pekerja tidak 
52 Vol. 25, No. 1 Qanuari-t\pril 2008) 
akan bekerja secara maksima. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu 
tinggi, maka sang majikan ticlak mendapat keuntungan clan ticlak clapat 
rnenjalankan perusahaannya16 • Penekanan terhadap masalah keadilan j
upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabacl-abacl larnany-a.-' 
Dalam sejarah Islam, terclapat lembaga yang bernama lembaga hisbah 
yang tugas pokoknya aclalah mmmenegakan aturan publik serta 
mengawasi hubungan antara pembeli clan penjual di pasar. Dengan kata 
lain lembaga hisbah aclalah melinclungi aturan-aturan yang benar clan 
melawan praktik keticlakjujuran. Salah satu tugas clari hisbah adalah 
menjembatani perselisihan mengenai upah. 
Berkaitan dengan standar pengupahan clalam Islam yang 
menclasarkan prinsip keadilan dengan asas proporsional atas clasar 
profesionalisme, Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat: 19 
menyatakan: 
Dan bagi masing-masing akan memperoleh derqjat sesuai dengan 
apa yang mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-peke11aan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 
Dalam surat Yasiin ayat 54, Allah berfirman 
Dan tidak di balas, melainkan dengan apa )'ang telah kamu kerjakan. 
Dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman: 
Dan seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah 
diusahakam!Ja. 
Ketiga ayat al-Qur'an di atas secara jelas menggariskan bahwa 
nilai pekerjaan seseorang akan dibalas/ dihargai sesuai clengan 1-..-ualitas 
ataupun sesuai clengan berat ringannya pekerjaan. Dengan clemikian 
upah itu equivalen dengan pekerjaan "equal pqy far equal job': upah yang 
sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Prinsip ini pararel clengan apa 
yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW clalam sebuah hadits 
Dari Iyas ibn Muawiyah sesunguhnya ia berkata kalau kamu 
memperkerjakan seseorang pembantu atau penjaga toko, maka janganlah 
kamu memberi lebih dari apa yang ia kerjakan.17 
Dengan clemikian, prinsip dasar pengupahan dalam Islam aclalah 
memberi upah didasarkan pada pekerjaan. Akan tetapi kalaupun sang 
majikan memberi lebih dari yang semestinya diberikan (bonus), maka 
kelebihan itu merupakan kebaikan yang lebih diposisikan sebagai derma 
seorang majikan terhadap buruhnya. Dengan dernikian system peng­
upahan dalam Islam memungkinkan adanya pendapatan tambahan selain 
upah normative yang semetinya di terima buruh. 
Adapun yang berkaitan dengan standar pengupahan, maka per­
timbangan pokok yang hams diperhatikan adalah persoalan kesejah-
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teraan buruh clan kemampuan majikan untuk bisa membayar upah 
tersebut. Indikator penting untuk menjadi pecloman penentuan upah 
pacla buruh yang diclasarkan pacla skala kebutuhan hiclup layak masya­
raka t. 
Stanclar kehiclupan (standard of living) berhubungan clengan jumlah 
kebutuhan clan kesenangan minimal yang dianggap oleh ses·eorang 
sebagai hal yang sangat esensial clalam hiclupnya. Seclangkan stanclar 
hiclup (standard of life) berhubungan clengan harapan-harapan clan prinsip­
prinsip yang tinggi yang mengatur hclup seseorang. Hanya saja 
persoalannya kemudian banyak orang menentukan stanclar penghiclupan 
manusia tanpa memperhitungkan stanclar hiclup mereka.18 
Stanclar atau indikator kebutuhan clan batasan yang menclasari 
system distribusi penclapatan Islam aclalah maqhashid al-syari'ah yaitu 
kebutuhan clan batasan clalam mengakomodir kebutuhan paling clasar 
bagi setiap muslim yaitu aspek agama, diri/personal, akal, keturunan clan 
harta. Aclapun sistematika hirakhis yang dirumuskan oleh para ulama 
clenga mempertimbangkan skala prioritas clengan urutan sebagai berikut: 
1). Dharurryat (primer), 2) Hqjryat (skuncler) clan 3) Tahsin!Jyat (terti.er). 19 
Penentuan upah diatur menurut kaiclah-kaiclah khusus yang 
ditentukan pacla tahapan sebelum berlakunya penawaran riil atas kerja 
professional tersebut di pasar. Penentuan upah tersebut ticlak di bawah 
kemampuan claya beli kebutuhan clasar atas pakaian, tempat tinggal clan 
makanan yang berlaku di pasar. Bukan hanya itu, Islam bahkan 
merekomenclasikan bahwa upah seorang buruh harus bisa menutupi 
kebutuhan untuk mempunyai keluarga clan pembantu untuk mengurusi 
kebutuhan rumah tangganya .. 
Dalam kaitan clengan penetapan stanclar pengupahan, maka 
stanclar yang digunakan clalam penentuan upah aclalah clengan mem­
pertimbangkan tingkat kebutuhan hiclup clengan menetapkan upah 
minimum clan maksimumnya. 
4. Standar Upah Minimum
Aclapun stanclar upah minimum menclasarkan pacla tercukupinya 
kebutuhan pokok hiclup yaitu kebutuhan pangan, sanclang clan papan 
sehingga buruh memperoleh kehiclupan yang layak. Ketentuan tentang 
kebutuhan minimum manusia secara jelas disebutkan clalam al-Qur'an 
surat Thaha ayat 118-119 yang berbunyi: 
Sesungguhnya kamu sekalian ticlak akan kelaparan di clalamnya 
clan ticlak akan telanjang, clan sesungguhnya kamu ticlak akan merasa 
clahaga clan ticlak (pula) akan ditimpa panas matahari di clalamnya. 
Dengan clemikian suclah menjadi tanggungjawab pemerintah 
Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hiclupnya atau mene-
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tapkan upah menimum pacla tingkat tertentu yang clapat memenuhi 
semua kebutuhan mereka clari makan, pakaian clan tempat tinggal. 
Sementara anak-anak mereka berkesempatan memperoleh pendidikan 
clan tersedianya fasilitas pengobatan bagi keluarga mereka. Apabila 
kebutuhan-kebutuhan pokok ticlak terpenuhi, maka akan mempengaruhi 
efesiensi populasi kerja sehingga akhirnya akan mempengaruhi kekayaan 
negara. Di samping itu rasa keticlakpuasan akan muncul di kalangan 
kelompok pekerja sehingga melahirkan kebencian clan konflik antar 
kelompok di clalam masyarakat yang ujung-ujungnya akan menghancur­
kan sendi ekonomi negara. 
Dalam hadis dijelaskan tentang keharusan terpenuhinya 
kebutuhan minimum buruh clengan cara memberi upah yang layak. 
Rasulullah bersabcla "Beri/ah makanan dan pakaian pelqyan dan budak 
sebagaimana kebiasaamrya dan berilah mereka peke,jaan sesuai dengan 
kemampuannya". Dengan menclasarkan pacla ayat clan hadits di atas, maka 
jelas bahwa upah yang diterima pekerja aclalah cukup untuk menutupi 
kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut taraf hiclup pacla saat itu. 
5. Standar Upah Maksimum
Prinsip clasar pengupahan clalam Islam menclasarkan pacla nilai­
nilai keadilan yang diukur clengan kontribusi seseorang clalam proses 
procluksi. Dengan clemikian penentuan upah clalam Islam haruslah 
mempertimbangkan kebutuhan clasar buruh di samping juga memper­
timbangkan kepentingan majikan. Upah maksimum yang buruh tuntut 
dari majikan haruslah diperjuangka denga rasional clan proporsional. 
Prinsip upah maksimum adalah firman Allah clalam surat Yaasin ayat 54 
clan an-Nahl ayat 96. 
Dengan mendasarkan pacla ayat di atas, jelaslah bahwa suclah 
menjadi kewajiban setiap majikan untuk membayar upah yang baik clan 
cukup kepacla para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehiclupan 
yang menyenangkan. Orang-orang yang ti.clak membayar ganti rugi yang 
sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki 
kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang 
lain. Perbuatan ti.dak membayar hak orang lain disamakan keduclukannya 
dengan orang yang menyeleweng dan membuat kerusakan di muka bumi 
sehingga ia disebut sebaga.i orang dzalim. 
Otoritas Pemerintah Dalam Membuat Regulasi Upah 
Stanclar pengupahan dengan menggunakan batasan minimal clan 
batasan maksimal haruslah diputuskan dengan mempertimbangkan 
kepentingan clua belah pihak yaitu kepentingan buruh sekaligus kepen­
tingan majikan. Jatuhnya upah di bawah tingkat terenclah ticlak seharus-
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nya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebaliknya naiknya upah 
melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelematkan 
kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara 
kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan clan 
permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar 
hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. 
Dengan menggunakan teori batas tertinggi clan terendah ini, 
maka standar upah menjadi sesuatu yang bergerak secara dinamis 
mengikuti ritme pergerakan kebutuhan hidup para pekerja. Dalam posisi 
demikian, peran clan pemerintah menjadi penting dalam membuat 
regulasi berkaitan dengan penentuan upah yang sesuai/layak yang 
menguntungkan pihak buruh clan majikan. Apabila dalam waktu tertentu 
upah jatuh di bawah tingkat minimum, maka negara Islam memp[unyai 
hak yang sah untuk campur tangan clan menentukan upah minimum 
yang disesuaikan clengan kebutuhan pada saat itu. 
Upaya untuk menjaga stabilitas upah yang sesuai, Islam telah 
memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja, clengan 
memberi kebebasan mereka untuk bekerja di manapun ia kehenclaki. Ciri 
lain yang dianjurkan Islam aclalah clengan membe.ri sepenuhnya kepada 
pekerja pilihan jenis pekerjaan yang dikehendakinya: Dengan aclanya 
kebebasan memilih, maka pekerja clengan sendi.rinya akan terserap di 
semua sector sesuai clengan tuntutannya. Dengan clemikian, maka 
stabilisasi upah akan terjaga sei.ring clengan perubahan hiclup pekerja. 
Stanclar pengupahan pegawai pemerintah (kerajaan) biasanya juga 
dijadikan pecloman untuk menentukan besarnya upah buruh di sector 
inclustri/jasa. Pemberian upah yang layak pacla pegawai peme.rintah 
dimaksudkan agar mereka focus clengan tugas-tugas peme.rintahannya 
sehingga dalam bekerja mereka mengedapankan kejujuran clan efesiensi.20 
Dalam kaitan clengan ini Rasulullah menetapkan beberapa prinsip 
penentuan upah pegawai kerajaan. Dalam sebuah hadits Rasulullah 
bersabda " Bagi seorang pegawai kerqjaan, jika dia be/um kawin: dia harus 
menikah, ;ika dia tidak puf!Ja pelqyan, dia boleh memilikif!Ja, jika dia tidak 
puf!Ja rumah untuk hidup, dia boleh membangunf!Ja, dan siapapun yang melampaui 
batas ini, maka ia termasuk perampas dan pencuri" 
Hadits ini memberikan clua p.rinsip pengaturan upah pegawai 
kerajaan. Pertama, pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan nyata clan praktis clari para pegawainya. Kedua, 
tidak patut bagi para pekerja untuk menuntut lebih kepacla baclan 
keuangan negara clari kebutuhan-kebutuhan yang sebenamya. Jika upah 
pegawai ditentukan berdasar pacla p.rinsip ini, maka ticlak akan timbul 
perbeclaan yang tidak adil clan ticlak wajar dalam penentuan upah para 
pejabat tinggi clan pejabat rendah dalam kerajaan. 
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Berbagai kebutuhan pokok sebagimana yang terrnaktub dalam 
hadits di atas berlaku sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
seorang buruh. Oleh karena itu besaran upah buruh harus mengako­
modasi nilai dari kebutuhan tersebut. Apabila besaran upah sudah 
melewati kebutuhan di atas, maka dikembalikan pada ketentuan tradisi 
yang berlaku di pasar atau hukum permintaan clan penawaran bursa kerja 
di pasar. Dalam hal ini tentunya besaranny akan bervariasi mengikuti 
karakter dari kuat atau lemahnya permintaan yang berlaku pada kerja 
profesionalisme, kapabilitas clan pengalaman kerja.21
Kebijakan Rasulullah dalam hal penentuan besarnya upah, juga 
diikuti oleh para khulafa Rasyidin seperti sangat terlihat dari kebijaan 
khalifah Umar ibn Khattab dalam menentukan pemberian bantuan clan 
upah dengan mendasarkan pada beberapa indicator penting, yaitu: 
1. Pengabdian apakah yang telah seseorang berikan kepada Islam ?
2. Penderitaan apa yang seseorang alami, atau sedang dialaminya
demi Islam?
3. Berapa lama seorang telah mengabdi?
4. Apa kebutuhan sesungguhnya dari seseorang ?
5. Berapa banyak tanggungjawab ekonomi seseorang Gumlah
keluarga)?
Dalam prakteknya, memang terdapat perbedaan upah antar 
pejabat, ada yang upahnya tinggi clan ada yang memperoleh upah standar 
clalam mencukupi untuk hidup secara layak. Pacla tahun ke 5 H, selain 
ada pengeluaran untuk isteri-isteri, juga para sahabat Rasulullah yang 
telah ikut berperang clalam perang Badar clan Ukhud, dimana upah 
minimumnya sebanyak 200 dirham (kira-kira 100 rupee) sedang 
maksimumnya sejumlah 2000 dirham, dengan perbandingan 1 :10. Kare­
na pendapatan kerajaan meningkat, clengan sendirinya masyarakat 
muslim menjadi lebih makmur, upah minimumnya naik menjadi 300 
dirham clan maksimumnya 3000 dirham, dengan perbandingan 1: 10. 
Adanya perbedaan yang mendasar lebih disebabkan oleh kemampuan 
dasar masing-masing pegawai berbeda yaitu pada aspek pendidikan, 
pelatihan, jenis pekerjaan, tanggungjawab ekonomi clan lama pengab­
dian.22 
Ketika Umar ibn K.hattab sebagai khalifah aingin menentukan 
gaji untuk dirinya, beliu bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam 
hal terscbut, seraya mengatakan " apa yang halal bagi pejabat negara dari 
harta (baitul mal) ini ?. Mereka menjawab "Aciapun bagi pejabat khusus, 
maka kcbutuhan pokonya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak 
kurang clan tidak lebih, pakaiannya clan pakaian mereka, dua kendaraan 
untuk jihadnya clan kebutuhan-kebutuhannya, clan untuk membawanya 
menunaikan haji clan umrah". Terhadap jawaban ini Umar mertgatakan 
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"Aku ingatkan kepacla kalian tentang apa yang menjadi hakku clari harta 
ini. Halal bagiku clua pakaian : pakaian musim dingin clan pakaian musim 
panas; kenclaraan yang aku gunakan untuk haji clan . umrah, clan 
kebutuhan pokokku clan keluargaku seperti seorang clari Quraisy yang 
ticlak terkaya di natara mereka clan juga termiskin diantara mereka, 
kemudian selebihnya aku aclalah seorang diantara kaum muslimin, apa 
yang mereka rasakan juga aku rasakan". 
Pacla clasarnya fuqaha ketika berbicara tentang besarnya upah, 
mereka hanya menentukan bahwa upah haruslah sepaclan. Tujuanya 
aclalah bahwa upah seorang pekerja harus sama clengan upah pekerja 
lainnya clengan mempertimbangkan aspek kemampuan clan kemahiran. 
Seclangkan upah yang sepaclan terkadang lebih sedikit clari kaclar 
kecukupan, lebih banyak clari atau sama clengannya. Pacla prinsipnya 
para ulama hanya menetapkan bahwa batas minimal upah pekerja harus 
sama clengan kaclar kecukupanya.23 
Dalam kaitan clengan penentuan kaclar upah buruh, terclapat 
riwayat yang bersumber clari Umar ibn Khattab. Bahwa pacla suatu saat 
Umar ibn Khattab ingin mempekerjakan seorang pemucla yang rniskin, 
maka beliu menawarkan kerjanya clengan mengatakan "Siapakah yang 
akan mempekerjakan atas namaku pemucla ini untuk bekerja di 
laclangnya ? Maka seorang clari Anshar berkata "saya wahai Arnirul 
mukrninin !. Beliu berkata " Berapa kamu memberinya upah clalam 
sebulan?. Ia menjawab "Dengan clemikian clan clemikian". Maka beliu 
berkata "Ambillah dia"!. Riwayat ini memberi pengertian bahwa Umar 
menawarkan tenaga kerja, lalu clatang perrnintaan kepaclanya clari orang 
Anshar, lalu terjadilah kesepakatan tentang upah berclasarkan pacla 
berbandingnya antara penawaran clan perrnintaan.24 Riwayat ini juga 
memberikan gambaran tentang perlunya perjajian clalam sebuah 
perjanjian kerja terutama berkaitan clengan kejelasan upah yang akan 
diterima seorang buruh. 
Untuk menjaga keseimbangan antara hak clan kewajiban para 
buruh di haclapan majikan, maka pemerintah mempunyai otoritas untuk 
melakukan pengawasan untuk mengukuhkan kornitmen yang pernah 
mereka sepakati dalam perjanjian kerjanya. Di antara kewenangan 
pemerintah clalam melakukan pengawasan masalah buruh ini aclalah 
masalah upah yang diterimanya apakah sudah sesuai clengan perjanjian 
yang suclah disepkati sebelumnya. Otoritas pemerintah clalam hal ini 
merupakan karakter dasar clari system ekonorni Islam yang tentunya 
berbeda dengan system ekonomi kapitalistik yang ticlak memberi ruang 
bagi pemerintah untuk campur tangan dalam masalah relasi buruh clan 
majikan. Dalam panclangan ekonorni kapitaslistik, pasar adalah satu­
satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, sedangkan campur 
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tangan pemerintah dalam teori kapitalis hanya untuk memberikan terapi 
dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya.25 
Legalitas seorang kepala negara (ulil amn) membuat paket regulasi 
berkaitan dengan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk 
membuat tatanan social khsususya di dunia industrial menjadi lebih baik 
(maslahat). Dalam kaitan dengan ini terdapat qaidah fiqh yang menjadi 
justifikasi otoritas tersebut yaitu : 'Tassharraful imam manuthun bi/ 
mashlahah" (kebijakan seorang kepala negara terhadap rakyatnya haruslah 
didasarkan pada prinsip menciptakan kemaslatan). Kemaslahatan 
dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh 
clan majikan. 
Dalam lintasan sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga 
dinassti Abasiyah II, banyak hal yang bisa diambil pelajaran, khususnya 
terkait dengan perlu tidaknya intervensi pemerintah dalam dunia 
perdagangan. Dari berabagai studi literature yang ada nampak bahwa 
iklim pasar yang kompetitif menjadikan regulasi pemerintah menjadi 
penting, �alaupun kebijakan regulative tersebut belum sepenuhya 
memadahi. Sebagain besar ulama menekankan perlunya perlunya peran 
nilai-nilai moral bagi semua pelaku bisnis di dalam pasar, guna meraih 
kebersihan jiwa clan kejujuran dalam pasar. Mekanisme pasar, regulasi 
clan moral adalah satu paket pemikiran. Dengan hanya mendasarkan 
pada nilai-nilai moral clan mekanisme pasar belum mampu untuk 
menciptakan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu intervensi 
pemerintah dalam membuat regulasi lebih memerankan dirinya sebagai 
rnitra, katalisator clan fasilitator untuk menciptakan kemaslahatan 
bersama.26 
Beberapa lontaran pemikiran berkaitan dengan peranan negara 
telah banyak ditulis oleh para ulama fiqh sepanjang sejarah. Al-Mawardi 
rnisalnya, menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang 
efektif sangat diperlukan untuk mencegah kedhaliman clan kejahatan. 
Bagi al-Mawardi fungsi pemerintah (imamah) adalah untuk meneruskan 
rnisi kenabian (prophetic) dalam rangka menjaga agama clan menata 
paranata social. Hal senada juga dilontarkan oleh al-Ghazali yang 
memposisikan institusi politik (negara) sebagai lembaga penjarnin/pen­
jaga bagi penjaga agama clan agama (dengan visi moralitasnya) adalah 
fondasi bagi negara. Pernikiran dua tokoh ini mengandaikan pola relasi 
agama clan negara sebagai dua entitas yang mempunyai hubungan 
ketergantungan (interdependensz) dengan pola relasi simbiosis mutualisme. 
Dengan menggunakan kerangka berfikir di atas, maka proses 
implementasi syari'ah tidak akan efektif tanpa ada dukungan secara polik 
dari negara clan sebaliknya negara tidak akan baik tatanannya tanpa ada 
sinaran dari moralitas yang dikandung oleh agama. Menarik pemyataan 
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Baqir Sadr sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra yang mengatakan 
bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan bereko­
nomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma 
Islam. 
Seluruh usaha negara untuk menjamin kesejahteraan, keaclilan 
clan aturan main yang aclil dalam seluruh aktivitas kehidupan dicerminkan 
dalam institusi hisbah. Institusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar 
beroperasi dengan bebas clan membuat harga, gaji clan keuntungan 
ditentukan oleh kekuatan supp!J and demand, tetapi pada saat yang sama 
juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan 
seluruh kewajibannyua clan telah memenihi aturan syari'ah. Dengan 
demikian, negara tidak perlu ragu untuk menginetrvensi manakala 
ambang pintu keadilan terlewati clan tidak ada lagi justifikasi untuk 
menunggu kekuatan pasar memperbaiki pelanggaran tersebut dengan 
diri ?7 sen nya.-
Islam meletakan kaidah ''al-ghunmu bi/ ghurum wal kharrqj 
biddhaman (tidak ada tingkat pengembalian tanpa adanya resiko clan tidak 
akan ada pendapatan tanpa adanya pengeluaran)/ gaining return wilhout 
responsible for any risk, gaining income without for any expenses. Kaidah ini 
kemudian akan dibatasi melalui mekanisme pasar yang dikenal dengan 
istilah system mudharabah. Bila mekanisme ini dikembangkan maka 
mekanisme pasar islami tidak akan menempatkan negara sebagai tak 
lebih dari pelayan kepentingan pemilik modal untuk mengambil 
keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi kaum pekerja. 
Penutup 
Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas 
jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainya. Dengan 
kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya 
dalam produksi. Masalah upah dalam relasi kerja antara b
l.l!U
h clan 
majikan sagatlah penting clan dampaknya sangat luas. Jika para buruh 
tidak menerima upah secara aclil dan pantas, maka akan berpengaruh 
tidak saja berkaitan dengan penghidupan para buruh beserta keluarganya, 
tetapi juga berpengaruh pada seluruh masyarakat, karena mereka 
mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. 
Berbagai persoalan seputar ketenagakerjaan yang kompleks pada 
prinsipnya bermuara pada dua persoalan pokok. Pertama masalah 
kurangnya kesejahteraan hidup. Kedua, masalah kontrak kerja antara 
buruh dengan pengusaha. Masalah pertama sesungguhnya berkaitan 
dengan fungsi clan tanggungjawab negara dalam memenuhi kehidupan 
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layak sebagai manusia. Sedangkan masalah kedua erat kaitanya dengan 
hubungan antara buruh dengan pengusaha dan posisi pemerintah sebagai 
pcngawas seka.ligus penengah untuk mcnjemba.tani kepcntingan buruh 
dan pengusaha dengan pola relasi simbiosis mutualisme. 
Legatitas seorang kepala negara (ulil amn) membuat paket regulasi 
berkaitan dcngan buruh sudah barang tentu dimaksudkan untuk 
membuat tatanan social khsususya di durua industrial menjadi lebih baik 
(maslahat). Dalam kaitan dengan ini terdapat qaidah fiqh yang menjadi 
justifikasi otoritas tersebut yaitu: 'Tassharraf11/ imam man11th11n hi/ 
mashlahah" (kebi.jakan seorang kepala negara terhadap rakyatnya haruslah 
didasarkan pada prinsip menciptakan kemaslatan). Kemaslahatan 
dimaksud adalah kemaslahatan dua kepentingan yaitu kepentingan buruh 
dan majikan. 
Standar pengupahan dengan menggunakan batasan rninimal dan 
batasan maksimal haruslah diputuskan dengan mempertimbangkan 
kepentingan dua belah pihak yaitu kepentingan buruh sekaligus 
kepentingan majikan. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak 
seharusnya tetjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebaliknya naiknya 
upah melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi. 
menyelematkan kepentingan majikan. D 
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